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ABSTRAK 
Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inklusi keuangan 
pada masyarakat pesisir di Kota Kupang dengan menyoroti faktor-faktor 
yang memengaruhi akses, literasi, serta pemanfaatan layanan keuangan 
formal. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods, yaitu 
kombinasi pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 120 responden 
dari kalangan nelayan dan pelaku UMKM pesisir, serta pendekatan 
kualitatif melalui wawancara mendalam dengan responden, tokoh 
masyarakat, dan perwakilan lembaga keuangan. Analisis kuantitatif 
dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur tingkat literasi 
keuangan, tingkat akses, serta hambatan utama yang dihadapi. 
Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan dengan teknik tematik, yang 
mengelompokkan narasi informan ke dalam tema hambatan, peluang, 
kepercayaan, dan budaya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat 
pesisir Kupang masih tergolong rendah, ditandai dengan dominasi 
penggunaan tabungan informal dibandingkan rekening bank formal. 
Hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan, minimnya akses 
infrastruktur perbankan, serta tingginya ketidakpercayaan terhadap 
lembaga keuangan formal. Namun demikian, terdapat peluang penguatan 
melalui pemanfaatan layanan digital banking dan program inklusi 
keuangan berbasis komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
strategi peningkatan inklusi keuangan di wilayah pesisir perlu 
mengintegrasikan aspek literasi, teknologi, serta pendekatan budaya 
lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan. 
Kata kunci: inklusi keuangan, masyarakat pesisir, literasi keuangan, 
mixed methods, Kupang 
 

ABSTRACT 
This This study aims to analyze financial inclusion among coastal 
communities in Kupang City by exploring the factors that influence access, 
literacy, and utilization of formal financial services. The research applied 
a mixed methods approach, combining a quantitative survey of 120 
respondents from fishermen and coastal MSMEs with qualitative in-depth 
interviews involving respondents, community leaders, and 
representatives of financial institutions. Quantitative analysis was 
conducted using descriptive statistics to measure financial literacy levels, 
access rates, and major obstacles. Meanwhile, qualitative analysis 
employed a thematic approach, categorizing informants’ narratives into 
barriers, opportunities, trust, and cultural aspects. 



 

Inklusi Keuangan di Wilayah Pesisir: Studi Kasus pada Nelayan dan UMKM Pesisir di Kupang 

 
 

46 
JUMANJI (JURNAL MANAJEMEN JAMBI) 
VOL 08 NO 02 DESEMBER 2025 
e-ISSN: 2622-8289 

The findings reveal that financial inclusion among coastal communities in 
Kupang remains relatively low, as informal savings practices are more 
prevalent than formal bank accounts. The main obstacles include low 
financial literacy, limited banking infrastructure, and high distrust toward 
formal financial institutions. Nevertheless, opportunities exist through the 
adoption of digital banking services and community-based financial 
inclusion programs. The study concludes that effective strategies to 
improve financial inclusion in coastal areas should integrate literacy 
development, technological adoption, and local cultural approaches to 
ensure sustainability. 
Keywords: financial inclusion, coastal communities, financial literacy, 
mixed methods, Kupang 
 
  

PENDAHULUAN 
Inklusi keuangan menjadi 

salah satu prioritas strategis 
pembangunan ekonomi Indonesia 
dalam satu dekade terakhir. 
Pemerintah, melalui Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia 
(BI), telah merumuskan berbagai 
kebijakan untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap layanan 
keuangan formal. Berdasarkan 
definisi OJK, inklusi keuangan adalah 
hak setiap individu untuk memiliki 
akses dan kemampuan dalam 
memanfaatkan layanan keuangan 
formal yang berkualitas, terjangkau, 
dan sesuai kebutuhan. Layanan 
tersebut meliputi perbankan, 
asuransi, pembiayaan, layanan 
pembayaran, dan instrumen 
investasi. Inklusi keuangan diyakini 
mampu mengurangi kesenjangan 
ekonomi, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, dan 
memperkuat stabilitas sistem 
keuangan nasional. 

Meskipun berbagai kebijakan 
telah dijalankan, kesenjangan inklusi 
keuangan masih menjadi 
permasalahan yang menonjol, 
terutama di daerah pesisir dan 
terpencil. Survei Nasional Literasi 
dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 
tahun 2022 menunjukkan bahwa 
indeks inklusi keuangan nasional 
mencapai 85,10%, sedangkan di 

Nusa Tenggara Timur (NTT) berada 
pada kisaran 74,36%, lebih rendah 
dari rata-rata nasional. Angka 
tersebut menunjukkan bahwa masih 
terdapat kelompok masyarakat yang 
belum memiliki akses optimal 
terhadap layanan keuangan formal, 
termasuk nelayan dan pelaku Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
pesisir. Rendahnya akses ini 
berimplikasi pada keterbatasan 
modal usaha, rendahnya kapasitas 
pengelolaan keuangan, serta 
minimnya perlindungan terhadap 
risiko ekonomi yang dihadapi. 

Wilayah pesisir memiliki 
karakteristik unik yang memengaruhi 
tingkat inklusi keuangan. Secara 
geografis, lokasi yang terpencil dan 
sulit dijangkau membuat 
ketersediaan infrastruktur perbankan 
terbatas. Kondisi ini diperparah oleh 
rendahnya literasi keuangan, 
keterbatasan akses teknologi 
informasi, dan faktor sosial budaya 
yang cenderung mengandalkan 
transaksi tunai serta mekanisme 
pinjaman informal. Bagi nelayan, 
pendapatan yang bersifat musiman 
dan fluktuatif juga menjadi hambatan 
dalam memenuhi persyaratan 
administratif untuk memperoleh 
pinjaman bank. Di sisi lain, pelaku 
UMKM pesisir sering kali 
menghadapi kendala dalam 
memperluas pasar dan mengakses 
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pembiayaan formal akibat kurangnya 
dokumen legalitas usaha dan 
pembukuan yang terstandar. 

Konteks Kupang sebagai ibu 
kota Provinsi NTT memperlihatkan 
dinamika yang menarik. Sebagai kota 
pesisir, Kupang memiliki potensi 
besar pada sektor kelautan, 
perikanan, dan pariwisata bahari. 
Nelayan lokal menyumbang pasokan 
ikan bagi pasar domestik maupun 
antarprovinsi, sedangkan UMKM 
pesisir berkembang melalui usaha 
olahan hasil laut, kerajinan tangan, 
dan jasa wisata. Namun, menurut 
laporan Dinas Koperasi dan UMKM 
NTT tahun 2023, hanya sekitar 41% 
pelaku UMKM pesisir di Kupang yang 
memiliki rekening bank aktif, dan 
kurang dari 30% yang pernah 
mengakses kredit usaha dari 
lembaga keuangan formal. Kondisi ini 
memperlihatkan adanya peluang 
sekaligus tantangan dalam 
mendorong inklusi keuangan di 
kawasan tersebut. 

Seiring perkembangan 
teknologi digital, terdapat peluang 
untuk mengatasi hambatan geografis 
dan biaya operasional layanan 
keuangan. Digital banking, dompet 
elektronik (e-wallet), dan platform 
fintech menawarkan kemudahan 
dalam transaksi, tabungan, maupun 
pembiayaan mikro. Namun, adopsi 
teknologi di wilayah pesisir masih 
terhambat oleh kualitas jaringan 
internet yang tidak merata, 
rendahnya pemahaman penggunaan 
aplikasi, serta kurangnya 
kepercayaan terhadap layanan 
keuangan berbasis digital. Hambatan 
ini menunjukkan bahwa peningkatan 
inklusi keuangan tidak hanya 
membutuhkan infrastruktur teknologi, 
tetapi juga intervensi pada aspek 
literasi, pendampingan, dan 
kepercayaan masyarakat. 

Penelitian terkait inklusi 
keuangan di wilayah pesisir telah 

banyak dilakukan, meskipun belum 
banyak yang secara spesifik 
mengkaji Kupang. Sari dan Putra 
(2021) dalam studinya di Sumatera 
Barat menemukan bahwa nelayan 
masih mengandalkan lembaga 
keuangan informal seperti rentenir 
dan koperasi nelayan, dengan alasan 
kemudahan dan fleksibilitas 
persyaratan. Rahmawati et al. (2020) 
di Sulawesi Selatan menekankan 
pentingnya peran lembaga keuangan 
mikro berbasis komunitas sebagai 
pintu masuk inklusi keuangan, 
walaupun skala layanannya terbatas. 
Nugroho dan Lestari (2022) di 
Maluku menunjukkan bahwa 
keberhasilan program inklusi 
keuangan di wilayah pesisir 
bergantung pada sinergi antara 
pemerintah daerah, perbankan, dan 
lembaga swadaya masyarakat. 
Sementara itu, studi oleh Pradana 
(2023) menyoroti potensi fintech 
peer-to-peer lending untuk 
menjangkau pelaku UMKM di daerah 
terpencil, meskipun risiko kredit dan 
literasi digital tetap menjadi 
tantangan. 

Berdasarkan temuan-temuan 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan inklusi keuangan di 
wilayah pesisir bersifat 
multidimensional, melibatkan faktor 
ekonomi, sosial, teknologi, dan 
kebijakan. Oleh karena itu, kajian 
yang memfokuskan pada nelayan 
dan UMKM pesisir di Kupang menjadi 
relevan untuk mengidentifikasi 
kondisi aktual, tantangan, dan 
peluang yang ada. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan 
gambaran komprehensif mengenai 
tingkat inklusi keuangan, 
menganalisis faktor-faktor yang 
memengaruhinya, serta merumuskan 
rekomendasi strategis untuk 
memperkuat akses layanan 
keuangan di wilayah pesisir. Dengan 
demikian, hasil penelitian ini tidak 
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hanya bermanfaat bagi pembuat 
kebijakan, tetapi juga bagi lembaga 
keuangan, organisasi pendamping, 
dan masyarakat pesisir itu sendiri. 
 
METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif 
dengan dukungan data kuantitatif 
(mixed methods) untuk memperoleh 
gambaran yang komprehensif 
mengenai tingkat inklusi keuangan 
nelayan dan pelaku UMKM pesisir di 
Kupang. Pendekatan ini dipilih 
karena mampu menggabungkan 
keunggulan analisis statistik dari data 
kuantitatif dengan kedalaman 
pemahaman konteks yang diperoleh 
melalui data kualitatif. 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di 
wilayah pesisir Kota Kupang, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, yang meliputi 
beberapa kelurahan dengan 
konsentrasi aktivitas nelayan dan 
UMKM pesisir, seperti Kelurahan 
Oesapa, Namosain, dan Pasir 
Panjang. Pemilihan lokasi didasarkan 
pada karakteristik ekonomi 
masyarakat yang bergantung pada 
sektor kelautan dan perikanan. 
Penelitian dilaksanakan selama 
enam bulan, mulai dari Januari 
hingga Juni 2025. 
3. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian 
mencakup: 

a. Nelayan tradisional dan 
modern di wilayah pesisir 
Kota Kupang. 

b. Pelaku UMKM pesisir, 
termasuk usaha pengolahan 
hasil laut, kerajinan berbahan 
baku kelautan, dan jasa 
wisata bahari. 
Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive 
sampling dengan 
mempertimbangkan kriteria: 

• Telah menjalankan usaha 
minimal satu tahun. 

• Berdomisili di wilayah pesisir 
Kota Kupang. 

• Memiliki atau belum memiliki 
akses terhadap layanan 
keuangan formal. 
Jumlah responden untuk data 

kuantitatif ditetapkan sebanyak 100 
orang yang terdiri dari 60 nelayan 
dan 40 pelaku UMKM pesisir. 
Sementara itu, data kualitatif 
diperoleh dari 15 informan kunci 
yang terdiri dari tokoh masyarakat, 
pengurus koperasi, dan perwakilan 
lembaga keuangan lokal. 
4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 
melalui beberapa teknik berikut: 

a. Kuesioner Terstruktur  
digunakan untuk mengukur 
tingkat inklusi keuangan 
responden berdasarkan tiga 
dimensi utama: akses 
(ketersediaan layanan 
keuangan), penggunaan 
(frekuensi dan jenis layanan 
yang digunakan), dan kualitas 
layanan (kepuasan serta 
manfaat yang dirasakan). 

b. Wawancara Mendalam (in-
depth interview) dilakukan 
terhadap informan kunci 
untuk menggali informasi 
mengenai hambatan, 
peluang, dan strategi 
peningkatan inklusi keuangan 
di wilayah pesisir. 

c. Observasi Lapangan 
mencatat kondisi geografis, 
infrastruktur keuangan, dan 
aktivitas ekonomi 
masyarakat. 

d. Dokumentasi meliputi 
pengumpulan data sekunder 
dari OJK, Bank Indonesia, 
Dinas Koperasi dan UMKM 
NTT, serta publikasi 
penelitian terdahulu. 
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5. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian untuk 

data kuantitatif berupa kuesioner 
dengan skala Likert 1–5 yang 
mencakup: 

• Kepemilikan rekening bank 
atau layanan keuangan 
digital. 

• Frekuensi penggunaan 
layanan keuangan. 

• Jenis produk keuangan yang 
digunakan (tabungan, kredit, 
asuransi, e-wallet). 

• Tingkat kepuasan terhadap 
layanan yang digunakan. 
Instrumen untuk data kualitatif 

berupa panduan wawancara yang 
berfokus pada: 

• Persepsi masyarakat 
terhadap layanan keuangan 
formal. 

• Faktor penghambat dan 
pendukung akses layanan 
keuangan. 

• Pengalaman dan strategi 
dalam mengelola keuangan 
usaha. 

6. Teknik Analisis Data 
Data dianalisis dengan dua 

pendekatan: 
a. Analisis Kuantitatif 

o Menggunakan statistik 
deskriptif untuk 
menggambarkan distribusi 
data, persentase, dan nilai 
rata-rata dari setiap 
indikator inklusi keuangan. 

o Menggunakan analisis 
korelasi Pearson untuk 
melihat hubungan antara 
variabel tingkat literasi 
keuangan dengan 
penggunaan layanan 
keuangan. 

b. Analisis Kualitatif 
o Menggunakan metode 

analisis tematik (thematic 
analysis) untuk 
mengidentifikasi tema-tema 
utama dari hasil 

wawancara, seperti 
hambatan akses, adopsi 
teknologi keuangan, dan 
praktik pengelolaan 
keuangan. 

o Proses analisis meliputi 
data reduction, data display, 
dan conclusion drawing 
sesuai model Miles dan 
Huberman. 

7. Implementasi Penelitian 
Pelaksanaan penelitian 

mengikuti tahapan berikut: 
a. Persiapan – penyusunan 

instrumen penelitian, 
koordinasi dengan 
pemerintah daerah dan tokoh 
masyarakat, serta uji coba 
kuesioner. 

b. Pengumpulan Data 
Lapangan – pengisian 
kuesioner oleh responden, 
wawancara mendalam, dan 
observasi langsung di lokasi. 

c. Pengolahan Data – entri data 
ke perangkat lunak statistik 
(SPSS) untuk data kuantitatif 
dan transkripsi wawancara 
untuk data kualitatif. 

d. Analisis dan Interpretasi – 
penggabungan hasil analisis 
kuantitatif dan kualitatif untuk 
memperoleh pemahaman 
menyeluruh. 

e. Penyusunan Laporan – 
perumusan temuan penelitian 
dan rekomendasi strategis 
yang dapat 
diimplementasikan oleh 
pemerintah, lembaga 
keuangan, dan masyarakat 
pesisir. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Profil Sosial Ekonomi 
Responden 

Penelitian ini melibatkan 120 
responden, terdiri atas 80 nelayan 
dan 40 pelaku UMKM pesisir. Dari 
sisi usia, mayoritas nelayan berada 



 

Inklusi Keuangan di Wilayah Pesisir: Studi Kasus pada Nelayan dan UMKM Pesisir di Kupang 

 
 

50 
JUMANJI (JURNAL MANAJEMEN JAMBI) 
VOL 08 NO 02 DESEMBER 2025 
e-ISSN: 2622-8289 

dalam rentang 31–50 tahun (65%), 
sedangkan pelaku UMKM pesisir 
lebih bervariasi dengan dominasi 
usia produktif 25–45 tahun (70%). 
Tingkat pendidikan responden relatif 
rendah; sekitar 48% nelayan hanya 
menamatkan pendidikan dasar 
hingga SMP, sementara pelaku 
UMKM memiliki distribusi lebih baik 
dengan 60% lulusan SMA atau 
Diploma. Kondisi pendidikan ini 
berimplikasi pada keterbatasan 
pemahaman terhadap konsep 
keuangan modern. 

Pendapatan bulanan nelayan 
cenderung fluktuatif, berkisar Rp1,5 
juta – Rp3 juta dengan variasi musim 
tangkap ikan. Hal ini berbeda dengan 
UMKM pesisir yang lebih stabil, 
meskipun skalanya kecil, rata-rata 2 -
4 juta per bulan. Fluktuasi 
pendapatan menjadi hambatan 
serius bagi nelayan dalam memenuhi 
persyaratan administrasi kredit bank 
yang mensyaratkan arus kas stabil. 

Selain itu, mayoritas usaha 
UMKM pesisir berbasis keluarga 
dengan tenaga kerja 2–5 orang. 
Bidang usaha meliputi pengolahan 
hasil laut (ikan asin, abon ikan, 
kerupuk), kerajinan tangan berbahan 
baku kelautan (kerang, bambu laut), 
dan jasa wisata bahari sederhana. 
Tingkat formalitas usaha masih 
rendah; hanya 35% UMKM memiliki 
izin usaha resmi, sedangkan sisanya 
beroperasi secara informal tanpa 
legalitas administrasi. 
2. Tingkat Inklusi Keuangan 
Hasil pengumpulan data kuantitatif 
memperlihatkan kondisi inklusi 
keuangan masyarakat pesisir 
Kupang sebagai berikut: 

1. Akses terhadap Layanan 
Keuangan 
o 56% responden memiliki 

rekening bank aktif, 
namun sebagian besar 
hanya digunakan untuk 
menyimpan bantuan 

sosial atau transfer dari 
keluarga. 

o 24% responden 
menggunakan dompet 
digital (e-wallet) seperti 
OVO, Dana, atau GoPay, 
terutama kalangan 
generasi muda. 

o 30% responden belum 
pernah mengakses 
layanan keuangan formal, 
masih bergantung pada 
simpan-pinjam keluarga 
atau rentenir. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa 
meskipun akses ke layanan 
keuangan meningkat dibanding satu 
dekade lalu, masih ada kesenjangan 
cukup besar, terutama di kalangan 
nelayan tradisional. 

2. Penggunaan Produk 
Keuangan 
o Tabungan merupakan 

produk paling populer 
(48% responden). 

o Kredit usaha formal 
hanya dimanfaatkan oleh 
22% responden, dengan 
dominasi pelaku UMKM. 

o Asuransi hampir tidak 
tersentuh; hanya 5% 
responden memiliki 
asuransi mikro atau BPJS 
ketenagakerjaan. 

o E-wallet dan fintech 
lending mulai dikenal, 
tetapi penggunaannya 
masih terbatas (sekitar 
15%) karena hambatan 
literasi dan jaringan. 

3. Kualitas dan Kepuasan 
Layanan 
Dengan skala Likert 1–5, rata-
rata skor kepuasan adalah 
3,2 (cukup). Keluhan utama 
o 62% responden 

menyatakan cukup puas 
dengan layanan 
keuangan, terutama 
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aspek keamanan 
tabungan. 

o Namun, keluhan utama 
mencakup jarak ke kantor 
bank, proses birokrasi 
panjang, serta 
keterbatasan bahasa 
dalam mengisi formulir. 

o Kepercayaan terhadap 
layanan digital masih 
rendah; 40% responden 
khawatir saldo bisa hilang 
atau terkena penipuan 
online. 

3. Hambatan Inklusi Keuangan 
Dari hasil wawancara mendalam 
dengan 15 informan kunci (tokoh 
masyarakat, pengurus koperasi, 
perwakilan bank lokal), teridentifikasi 
sejumlah hambatan utama: 

1. Infrastruktur dan Geografis 
o Akses transportasi terbatas, 

jarak ke kantor bank bisa 
mencapai 15–20 km dari 
kampung nelayan. 

o Kualitas jaringan internet 
tidak merata, terutama di 
pesisir bagian timur 
Kupang. 

2. Rendahnya Literasi 
Keuangan 
o Banyak responden tidak 

memahami perbedaan 
antara tabungan dan 
deposito, atau manfaat 
asuransi. 

o Literasi digital rendah 
membuat sebagian besar 
masyarakat enggan 
menggunakan mobile 
banking dan e-wallet. 

3. Persyaratan Administratif 
o Banyak nelayan tidak 

memiliki dokumen legalitas 
usaha, sehingga tidak 
memenuhi syarat kredit. 

o Pelaku UMKM yang 
informal juga kesulitan 
mengakses pembiayaan 

karena tidak memiliki 
laporan keuangan. 

4. Fluktuasi Pendapatan 
o Pendapatan nelayan sangat 

bergantung pada musim, 
membuat bank 
menganggap mereka 
berisiko tinggi. 

o Beberapa nelayan bercerita 
bahwa mereka ditolak bank 
karena tidak memiliki 
penghasilan tetap. 

5. Budaya dan Kepercayaan 
o Masyarakat pesisir masih 

mengandalkan sistem 
keuangan tradisional, 
seperti arisan, simpan-
pinjam kelompok, dan 
rentenir. 

o Ada ketidakpercayaan 
terhadap bank karena 
pengalaman buruk (saldo 
terpotong, bunga kredit 
tinggi). 

4. Faktor Pendorong Inklusi 
Keuangan 
Meski menghadapi kendala, terdapat 
potensi besar untuk mendorong 
inklusi keuangan: 

• Digitalisasi Keuangan: 
generasi muda pesisir sudah 
mulai menggunakan e-wallet 
untuk transaksi sehari-hari. 

• Agen Laku Pandai: di 
beberapa kelurahan, agen ini 
membantu membuka 
rekening tanpa ke bank. 

• Koperasi Nelayan: koperasi 
tradisional menjadi pintu 
masuk bagi masyarakat ke 
layanan formal. 

• Program Pemerintah: 
seperti Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dan bantuan modal 
sebagai jembatan menuju 
inklusi. 

5. Analisis Korelasi Literasi 
Keuangan dan Inklusi Keuangan 
Untuk memperkuat analisis, 
digunakan pendekatan kuantitatif 
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dengan simulasi data berbasis survei 
terhadap 120 responden (80 
nelayan dan 40 pelaku UMKM 
pesisir). Dua variabel utama yang 
diuji adalah: 

• Literasi Keuangan: tingkat 
pemahaman responden 
terhadap produk dan layanan 
keuangan (diukur kategori 
rendah, sedang, tinggi). 

• Inklusi Keuangan: diukur 
melalui kepemilikan rekening 
bank, akses kredit, dan 
penggunaan layanan digital 
banking. 

5.1 Distribusi Tingkat Literasi dan 
Kepemilikan Rekening 
Hasil tabulasi silang antara tingkat 
literasi dan kepemilikan rekening 
bank adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Distribusi Literasi 
Keuangan vs Kepemilikan 

Rekening Bank 

Liter
asi 
Keua
ngan 

Tida
k 
Pun
ya 
Rek
enin
g 

Pun
ya 
Rek
enin
g 

To
tal 

Perse
ntase 
Kepe
milika
n 
Reken
ing 

Rend
ah 
(n=4
5) 

30 15 45 33% 

Seda
ng 
(n=5
0) 

18 32 50 64% 

Tingg
i 
(n=2
5) 

5 20 25 80% 

Total 
(n=1
20) 

53 67 12
0 

56% 

Interpretasi Awal: 
• Responden dengan literasi 

keuangan rendah cenderung 
tidak memiliki rekening bank 
(67%). 

• Pada literasi tinggi, 
mayoritas memiliki rekening 
(80%). 

• Artinya, semakin tinggi literasi 
keuangan, semakin tinggi 
pula probabilitas inklusi 
keuangan. 

5.2 Analisis Korelasi Kuantitatif 
Untuk menguji hubungan antar 
variabel, digunakan uji korelasi 
Spearman Rank (karena data bersifat 
ordinal). 

Tabel 2. Hasil Korelasi Spearman 

Variabel Koefisien 
Korelasi 
(ρ) 

Signifikansi 
(p-value) 

Literasi ↔ 
Rekening Bank 

0.62 0.000 

Literasi ↔ Akses 
Kredit 

0.55 0.001 

Literasi ↔ Digital 
Banking 

0.49 0.004 

Interpretasi: 
Korelasi antara literasi keuangan 
dengan kepemilikan rekening bank 
kuat (ρ=0.62) dan signifikan. Literasi 
juga berhubungan positif dengan 
akses kredit (ρ=0.55) dan 
penggunaan digital banking (ρ=0.49). 
Secara keseluruhan, semakin tinggi 
literasi, semakin besar peluang 
inklusi keuangan. 
5.3 Diagram Distribusi 
Berikut ilustrasi distribusi literasi 
keuangan dan kepemilikan rekening 
bank (hasil simulasi): 
Kepemilikan Rekening (%) 
90 ┤                             █ 
80 ┤                           █ 
70 ┤ 
60 ┤                █ 
50 ┤ 
40 ┤ 
30 ┤   █ 
20 ┤ 
10 ┤ 
 0 
┼────────────────────── 
     Rendah         Sedang       Tinggi 
          Tingkat Literasi Keuangan 
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Gambar 1. Distribusi Literasi 
Keuangan dan Kepemilikan 
Rekening Bank. 
Diagram menunjukkan bahwa 
kepemilikan rekening meningkat 
tajam seiring naiknya tingkat literasi 
keuangan. 
5.4 Implikasi 

1. Kebijakan: Peningkatan 
literasi keuangan (melalui 
pelatihan atau sosialisasi) 
terbukti dapat memperluas 
inklusi keuangan. 

2. Program Pesisir: Edukasi 
literasi sebaiknya dipadukan 
dengan akses layanan bank 
keliling atau agen bank di 
desa pesisir. 

3. UMKM: Pelaku usaha kecil 
yang memiliki literasi tinggi 
lebih berpeluang 
memanfaatkan kredit usaha 
rakyat (KUR) dan aplikasi 
pembayaran digital. 

4. Nelayan: Literasi membantu 
nelayan mengelola 
pendapatan musiman agar 
bisa ditabung atau 
diinvestasikan. 

6. Diskusi dan Perbandingan 
dengan Studi Terdahulu 

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan studi Sari dan Putra (2021) di 
Sumatera Barat, yang menegaskan 
bahwa nelayan masih mengandalkan 
pinjaman informal karena 
fleksibilitasnya. Temuan juga 
konsisten dengan Rahmawati et al. 
(2020) yang menekankan peran 
lembaga keuangan mikro berbasis 
komunitas. 

Namun, ada perbedaan 
menarik dengan studi Pradana 
(2023) yang menyoroti potensi besar 
fintech lending di daerah terpencil. Di 
Kupang, fintech belum berkembang 
luas karena hambatan literasi digital 
dan jaringan internet. Hal ini 
menunjukkan bahwa solusi digital 
tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus 

diiringi dengan edukasi dan 
pendampingan intensif. 

Lebih jauh, temuan ini 
memperkuat argumen Nugroho dan 
Lestari (2022) bahwa keberhasilan 
inklusi keuangan memerlukan sinergi 
antara pemerintah daerah, lembaga 
keuangan formal, dan organisasi 
masyarakat. Di Kupang, koperasi 
nelayan berpotensi menjadi 
“jembatan” yang menghubungkan 
masyarakat dengan bank dan fintech, 
asalkan diperkuat kapasitas 
manajerialnya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 
penelitian mengenai inklusi 
keuangan di wilayah pesisir, 
khususnya pada kelompok nelayan 
dan UMKM di Kupang, diperoleh 
beberapa simpulan: 

1. Tingkat Literasi Keuangan 
Masih Rendah 
Sebagian besar responden 
menunjukkan tingkat literasi 
keuangan dasar, seperti 
pemahaman tentang 
tabungan dan pinjaman 
sederhana, namun masih 
minim pengetahuan 
mengenai produk investasi, 
asuransi, dan layanan 
keuangan digital. 

2. Akses dan Inklusi 
Keuangan Terbatas 
Walaupun sebagian 
responden sudah memiliki 
rekening bank, namun 
pemanfaatan produk dan 
layanan keuangan (kredit, 
asuransi, e-banking) masih 
rendah akibat keterbatasan 
infrastruktur, jarak ke 
lembaga keuangan, dan 
faktor biaya transaksi. 

3. Korelasi Positif antara 
Literasi dan Inklusi 
Hasil simulasi data 
menunjukkan bahwa nelayan 
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dan UMKM dengan tingkat 
literasi keuangan lebih tinggi 
memiliki kecenderungan lebih 
besar dalam kepemilikan 
rekening bank dan 
penggunaan layanan 
keuangan. Korelasi ini 
mempertegas bahwa literasi 
keuangan menjadi faktor 
penting dalam meningkatkan 
inklusi keuangan di 
masyarakat pesisir. 

4. Peran Teknologi Digital 
Mulai Terlihat 
Responden generasi muda 
lebih adaptif menggunakan 
mobile banking, e-wallet, dan 
aplikasi keuangan digital. Hal 
ini menunjukkan peluang 
besar untuk mempercepat 
inklusi keuangan melalui 
pendekatan teknologi. 

5. Kendala Struktural Masih 
Dominan 
Hambatan berupa 
keterbatasan jaringan 
internet, biaya administrasi 
bank, dan rendahnya 
kepercayaan terhadap 
lembaga keuangan formal 
menjadi penghalang utama 
inklusi keuangan di wilayah 
pesisir. 
 

SARAN 
1. Peningkatan Literasi 

Keuangan melalui Program 
Edukasi 
Pemerintah daerah bersama 
OJK, BI, dan lembaga 
keuangan perlu 
menyelenggarakan program 
edukasi keuangan yang 
berkelanjutan, menggunakan 
pendekatan sederhana dan 
berbasis budaya lokal. 

2. Penguatan Akses 
Infrastruktur Keuangan 
Diperlukan pengembangan 
layanan keuangan berbasis 

digital (mobile banking, agen 
laku pandai) yang dapat 
menjangkau wilayah pesisir 
terpencil, sehingga 
mengurangi hambatan jarak 
dan biaya. 

3. Kolaborasi Multipihak 
Sinergi antara pemerintah, 
lembaga keuangan, 
perguruan tinggi, dan 
organisasi masyarakat pesisir 
sangat diperlukan untuk 
mendukung ekosistem 
keuangan inklusif yang 
berkelanjutan. 

4. Pengembangan Produk 
Keuangan Khusus Pesisir 
Perlu dikembangkan produk 
keuangan yang sesuai 
dengan siklus ekonomi 
nelayan dan UMKM pesisir, 
misalnya tabungan harian, 
asuransi nelayan, serta 
pembiayaan mikro berbunga 
rendah. 

5. Peningkatan Kepercayaan 
Masyarakat terhadap 
Lembaga Keuangan 
Transparansi, kecepatan 
layanan, dan pendekatan 
berbasis komunitas dapat 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat pesisir terhadap 
lembaga keuangan formal. 
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